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ABSTRAK

PERBANDINGAN TINGKAT KORUPSI DAN PENERAPAN E-
GOVERNMENT BERDASARKAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PADA
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Oleh:
M. Raihan Ramadhanito

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan tingkat korupsi dan penerapan e-
government antara pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP dengan opini
selain WTP (WDP, tidak wajar, tidak menyatakan pendapat) selama periode 2021-
2023. Sampel pada penelitian ini dipilih menggunakan teknik sampling jenuh pada
seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Analisis yang digunakan
adalah uji statistik deskriptif menggunakan uji beda mann whitney u test. Penelitian
ini memberikan hasil bahwa tingkat korupsi pemerintah daerah yang memiliki opini
WTP lebih rendah jika dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki
opini selain WTP. Serta penilaian penerapan e-government yang lebih tinggi pada
pemerintah daerah yang memiliki opini WTP jika dibandingkan pemerintah daerah
yang mendapatkan opini selain WTP.

Kata Kunci: Korupsi,E-Government,Opini Laporan Keuangan.



ABSTRACT

COMPARISON OF THE LEVEL OF CORRUPTION AND
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT BASED ON FINANCIAL
STATEMENT OPINION IN REGIONAL GOVERNMENTS IN
INDONESIA

By:
M. Raihan Ramadhanito

This research aims to examine differences in the level of corruption and
implementation of e-government between local governments that received WTP
opinions and opinions other than WTP (WDP, unreasonable, did not express an
opinion) during the 2021-2023 period. The sample in this study was selected using
a saturated sampling technique for all district/city local governments in Indonesia.
The analysis used is a descriptive statistical test using the Mann Whitney U test.
This research shows that the level of corruption in local governments that have WTP
opinions is lower when compared to local governments that have opinions other
than WTP. As well as a higher assessment of the implementation of e-government
in local governments that have WTP opinions compared to local governments that
have opinions other than WTP.

Keywords: Corruption,E-Government,Financial Statement Opinion
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur konsistensi aktivitas
pemerintahannya, dan perlu untuk mengamati segala potensi maupun masalah
yang kelak akan dialami oleh daerah pemerintahannya. Namun, selain itu
pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat
daerahnya dan lembaga yang ada dalam daerah tersebut. Bentuk
pertanggungjawaban pemerintah daerah adalah dengan memberikan informasi
yang transparan mengenai hasil-hasil aktivitas dan kinerja pemerintah daerah
kepada masyarakat umum. Terkait bentuk pertanggungjawaban dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan keuangan diatur
dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 terkait keuangan negara. Dalam
undang-undang tersebut dijelaskan betapa pentingnya tanggungjawab dan
kewajiban untuk melaporkan semua hasil kinerja pemerintah daerah yang
berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
pemerintah daerah yang selanjutnya melaporkan ke pemerintah pusat serta
pemerintahan yang terlibat tersebut melaporkannya ke khalayak umum yaitu

masyarakat. Pelaporan tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan.

Pelaporan keuangan dilakukan dalam rangka manifestasi akuntabilitas serta
transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah. Namun,
tidak semua pelaporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah
mendapatkan pendapat atas kewajaran laporan keuangan (opini) yang baik dari
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Masih terdapat
Kabupaten/Kota yang beberapa diantaranya belum mendapatkan opini Wajar



Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih mendapatkan opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), bahkan opini tidak
wajar. Berdasarkan Gambar 1 di bawah ini memperlihatkan bahwa Opini WTP
yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir
mengalami peningkatan, dari semula 89,5% pada tahun 2019 menjadi 90,3% pada
tahun 2023.

.wrv wDP .TMP .Tw

PERKEMBANGAN OPINI LKPD 2019-2023
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Gambar 1 Perkembangan opini LKPD tahun 2019 — 2023.
Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK Semester 1 tahun 2024

Meskipun perkembangan opini LKPD dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami
peningkatan WTP, namun pada level pemerintahan Provinsi mengalami
penurunan opini di tahun 2023, dan pada level kabupaten lebih banyak yang
mengalami penurunan WTP (sebanyak 17 kabupaten) dibandingkan kenaikan
WTP (10 kabupaten). Oleh karena itu dapat disimpulkan masih terdapat beberapa
permasalahan terkait kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah di

Indonesia. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 2 berikut:



PERKEMBANGAN OPINI LKPD 2019-2023 MENURUT PEMERINTAHAN
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Gambar 2 Perkembangan opini LKPD tahun 2019 — 2023
menurut pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK Semester 1 tahun 2024

Permasalahan korupsi pada pemerintah dapat dilihat berdasarkan indeks
corruption perception. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki
nilai persepsi korupsi yang rendah, dalam artian tingkat korupsi di Indonesia
masih sangat tinggi. Gambar 3 di bawah ini menunjukkan bahwa dalam 10 tahun
terakhir (2012-2022), tingkat korupsi Indonesia mengalami stagnan, yang
mengindikasikan bahwa masih kurang efektifnya sistem dan kebijakan anti
korupsi yang dimiliki Indonesia dalam upaya menekan tingkat korupsi
(Lustrilanang et al., 2023). Pada tahun 2021 nilai CPI yang dimiliki Indonesia
ialah sebesar 38/100 dan selanjutnya pada tahun 2022 sebesar 34/100, artinya

terjadi penurunan sebesar 4 poin.
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Gambar 3 Diagram Data CPI Indonesia Tahun 2012 - 2022

Sumber: Transparency International Indonesia (TII), 2023

Salah satu indikator yang berperan penting dalam mengukur dan
mengevaluasi berbagai aspek terkait upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi adalah Control of Corruption. Control of Corruption merupakan salah
satu indikator tata kelola negara yang memiliki kaitan erat terhadap penilaian
korupsi. Di mana Control of Corruption menilai sejauh mana kekuasaan publik
digunakan untuk urusan pribadi, baik korupsi besar maupun kecil, hingga
pengambilalihan negara oleh kaum elit maupun swasta. Control of Corruption di
Indonesia mengalami penurunan di tahun 2022, menunjukkan penurunan kualitas
kontrol atas korupsi yang dimiliki Indonesia sehingga tidak efektif dalam
menurunkan tingkat korupsi dan mencegah terjadinya korupsi di waktu
mendatang, sehingga memerlukan perbaikan aspek-aspek yang kompleks yang
terdiri dari aspek ekonomi, aspek sosial, maupun aspek hukum untuk dapat

menghasilkan kontrol korupsi yang baik (Pippidi & DadaSov, 2016).

Berikut adalah /inechart data control CPI dari tahun 2012 sampai dengan tahun
2022:
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Gambar 4 Data Control of Corruption Indonesia Tahun 2012 — 2022

Sumber: Transparency International (2022)

Korupsi merupakan bentuk kecurangan yang berpotensi merugikan banyak
pihak, terutama dalam konteks pemerintahan negara. Setiap tahun, masalah
korupsi terus muncul dalam berbagai skala, meskipun pemerintah telah berusaha
melawannya melalui pembentukan tiga lembaga penegak hukum, seperti
Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berikut adalah Tren Potensi Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018-2022 yang
menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 — 2022:

Potensi Kerugian Negara Tahun 2018-2022 (Rp)
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Gambar 5 Tren Potensi Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018-2022
Sumber: Indonesia Corruption Watch (2022)



Hubungan antara opini laporan keuangan dan korupsi seringkali
menimbulkan perdebatan, namun berkaitan dengan opini laporan keuangan
dengan kualitas tata kelola, disebutkan bahwa tata kelola yang baik dapat
mengurangi risiko terjadinya korupsi. Karena tata Kelola yang baik mencakup
prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan hukum.
Sehingga Ketika prinsip-prinsip diterapkan secara konsisten resiko korupsi dapat
diminimalkan. Namun, opini WTP tidak menjamin bahwa suatu entitas bebas dari
korupsi. Karena opini WTP diberikan berdasarkan pemeriksaan atas kewajaran
laporan keuangan, bukan atas tindak pidana korupsi. Pemeriksaan lebih fokus
pada apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai standar yang berlaku.
Sementara itu hubungan antara opini laporan keuangan dengan E-Government
memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik.
Hal tersebut dapat dilihat dari transparansi dan akuntabilitas. Opini laporan
keuangan yang baik (WTP) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan
pemerintah telah dilakukan secara transparan dan akuntabel. E-Government
adalah elemen yang berpengaruh dalam melaksanakan sistem pemerintahan suatu
negara sebagai tolak ukur apakah negara tersebut sudah baik (World Bank, 1996).
Hal ini dikarenakan E-Government dinilai efektif dalam meningkatkan
tarnsparansi serta akuntabilitas sistem pemerintahan sehingga dapat menekan
ketimpangan informasi yang sering terjadi antara Masyarakat dan pemerintah. E-
Government adalah salah satu sistem akuntansi yang mendukung tercapainya
praktik good government governance. Dengan E-Government diharapkan
transparansi serta akuntabilitas di Indonesia dapat meningkat. Di Indonesia
sendiri sudah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 berisi tentang
kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government, yang dalam aturan
tersebut diharuskan kepada setiap organisasi pemerintah, baik dari lingkup
pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk merancang dan
mengembangkan, serta mengimplementasikan E-Government, yang berperan

sebagai wadah penyaluran informasi terhadap publik.

Penelitian terdahulu menyatakan penggunaan internet dalam pemerintahan
akan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Pontoh, 2018). Studi

serupa tentang penerapan E-Government yang diukur melalui Internet Financial



Reporting (IFR) oleh Juniantika et al (2020) menyatakan terdapat pengaruh opini
audit (Kualitas laporan keuangan) terhadap E-Government. Artinya terdapat
perbedaan penerapan E-Government berdasarkan kualitas laporan keuangan.
Rodriguez-Navas (2019) menyatakan bahwa penerapan E-Government dapat
menurunkan tingkat aktivitas korupsi dalam pemerintahan. Selanjutnya menurut
Tsutskiridze (2020), penerapan E-Government efektif dalam menurunkan tingkat
korupsi. Walaupun sebagian besar institusi sudah menerapkan E-Government
namun korupsi masih sering ditemukan. Hal ini dikarenakan keberhasilan E-
Government tidak dapat diterapkan secara universal. Terdapat faktor organisasi
internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas fungsi E-Government dalam

melawan korupsi Rustiarini (2019).

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan di atas, sebagian besar kualitas
laporan keuangan di Indonesia sudah memiliki kualitas yang baik dilihat dari
opini WTP namun tingkat korupsi masih tinggi, padahal seharusnya sesuai dengan
teori dan pernyataan riset sebelumnya oleh Kuntadi, et al. (2023) bahwa kualitas
laporan keuangan (opini) pemerintah daerah yang baik akan mengurangi korupsi
oleh karena itu hal ini menarik minat penulis dalam menguji apakah terdapat
perbedaan tingkat korupsi antara pemerintah daerah yang memiliki opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dengan pemerintah daerah yang memiliki opini selain
WTP (Wajar Dengan Pengecualian / WDP, tidak wajar, tidak menyatakan
pendapat).

Selanjutnya berdasarkan teori dan riset terdahulu menyatakan bahwa
pelaporan yang lebih berkualitas berkaitan dengan peningkatan tata kelola atau
governance. Namun berdasarkan fenomena sebelumnya yang dilihat dari data
penilaian sistem pelaporan berbasis elektronik (SPBE) masih banyak pemda di
Indonesia yang belum menerapkan E-Government secara maksimal. Hal ini yang
menjadi perhatian utama penulis dalam menguji apakah terdapat perbedaan
penerapan E-Government pada pemerintah daerah yang memiliki opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dan pemerintah daerah yang memiliki opini selain
WTP (WDP, tidak wajar, tidak menyatakan pendapat). Dengan demikian maka

judul skripsi ini adalah “Perbandingan Tingkat Korupsi dan E-Government



Berdasarkan Opini Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah di

Indonesia”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diperoleh rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat korupsi antara pemerintah daerah yang
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan opini selain
WTP (WDP, tidak wajar, tidak memberikan pendapat).

2. Apakah terdapat perbedaan penerapan E-Government antara pemerintah
daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP dengan
opini selain WTP (WDP, tidak wajar, tidak memberikan pendapat).

1.3 Tujuan penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1.  Untuk menganalisis apakah ada perbedaan tingkat korupsi yang signifikan
antara pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa
pengecualian dengan opini selain WTP (WDP, tidak wajar, tidak

menyatakan pendapat).

2. Untuk menganalisis apakah ada perbedaan penerapan E-Government antara
pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian

dengan opini selain WTP (WDP, tidak wajar, tidak menyatakan pendapat)

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan
teori bagaimana perbedaan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar
tanpa pengecualian dengan opini non WTP (WDP, tidak wajar, tidak menyatakan

pendapat). terhadap tingkat korupsi di Indonesia. Selanjutnya untuk mengetahui



ada perbedaan dalam penerapan E-Government dalam pemerintah daerah yang
mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan opini non WTP (WDP, tidak

wajar, tidak memberikan pendapat).

Manfaat praktis berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai masukan bagi
kebijakan dalam memperhatikan opini LKPD dan menerapkan e-government yang

dapat menurunkan tingkat korupsi.



BAB II.
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan yang dikemukakan pertama kali oleh Jensen & Meckling
pada tahun 1976 adalah sebuah konsep yang menjelaskan hubungan antara dua
pihak, yaitu principal (pemilik) dan agent (manajer). Dalam konteks ini, principal
mendelegasikan wewenang kepada agent untuk mengelola dan mengambil
keputusan atas nama mereka. Teori ini penting dalam manajemen perusahaan
karena mencakup dinamika kekuasaan dan kepentingan yang berbeda antara
kedua pihak. Dalam pemerintahan, masyarakat sebagai principal memberikan
wewenang kepada pejabat publik (agen) untuk mengelola sumber daya dan
mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan publik. Hal ini
menciptakan hubungan keagenan di mana agen diharapkan bertindak demi

kepentingan rakyat

Di dalam teori keaagenan terdapat asimetri informasi dimana agen sering
kali memiliki lebih banyak informasi tentang kebijakan dan pengelolaan sumber
daya dibandingkan principal. Hal ini dapat menyebabkan perilaku opportunistik di
mana agen mungkin lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya
daripada kepentingan umum. Untuk mengatasi masalah keagenan, diperlukan
mekanisme akuntabilitas yang kuat, dalam hal ini misalnya rakyat berhak
meminta pertanggungjawaban dari pemerintah melalui laporan keuangan dan
evaluasi kinerja, sehingga dapat memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan
mandat yang diberikan. Dalam konteks pemerintahan, masyarakat (principal)
mendelegasikan tanggung jawab kepada pemerintah (agen) untuk mengelola

sumber daya publik dan menyajikan laporan keuangan yang transparan. Dalam
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hal ini opini audit yang diberikan oleh auditor independen berfungsi agar rakyat

dapat menilai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2.2 Opini atas laporan keuangan

Dalam konteks audit laporan keuangan, terdapat beberapa jenis opini yang
diberikan oleh auditor, diantaranya adalah wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar
dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), tidak menyatakan pendapat
(TMP). Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) diberikan ketika auditor yakin
bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material
dan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sementara opini
wajar dengan pengecualian (WDP) diberikan ketika auditor menemukan salah saji
material dalam laporan keuangan tapi tidak memiliki dampak yang menyebar
secara keseluruhan. Sedangkan opini tidak wajar (TW) diberikan ketika auditor
menemukan salah saji material yang memiliki dampak secara keseluruhan.
Selanjutnya opini tidak menyatakan pendapat (TMP) diberikan ketika auditor
tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup untuk menyatakan opini (IHPS
BPK RI, 2024).

Studi ini berdasar pada landasan teoritis yang mengatakan bahwa opini
laporan keuangan memiliki peran yang penting terhadap pencegahan korupsi
dalam pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa opini laporan keuangan
yang baik seperti WTP dapat berperan sebagai alat pencegahan terhadap kegiatan
korupsi . Merujuk pada peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 terkait standar
akuntansi pemerintahan, menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintahan
adalah laporan sistematis mengenai posisi keuangan serta segala transaksi yang
telah dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan yang dimaksudkan
ialah unit pemerintahan yang terdiri dari beberapa substansi akuntansi dan
memiliki sifat wajib dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban yaitu

laporan keuangan (Nordiawan, 2012). Berikut adalah beberapa substansi tersebut:

1. Pemerintah pusat

2. Pemerintah daerah
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3. Sistem organisasi dalam lingkungan pemerintah pusat/daerah
4. Organisasi lain yang menurut peraturan perundang undangan satuan

organisasi tersebut wajib untuk menyajikan laporan keuangan

Laporan pemerintah daerah merupakan bagian dari proses pelaporan
keuangan dalam pemerintah daerah yang menjelaskan secara sistematis mengenai
posisi keuangan yang muncul dari transaksi yang dilakukan oleh entitas
pemerintah daerah (Nordiawan, 2012). Kualitas laporan keuangan daerah adalah
hasil dari seorang atau beberapa individu yang menilai dan merinci dari proses
pengukuran, indetifikasi, pencatatan dan transaksi ekonomi yang terdapat pada
pemerintah daerah dan berkaitan dengan penggunaan finansial dalam menjalankan
transaksi tersebut. Tujuan umum dari akuntansi pemerintahan merupakan untuk
menyediakan informasi keuangan yang valid bagi para penggunanya dan bisa
diandalkan dalam pengambilan Keputusan. Laporan keuangan pemerintah disusun
guna memenuhi kebutuhan akan informasi dari semua kalangan pengguna.
Berikut adalah beberapa kelompok utama yang menggunakan laporan keuangan

pemerintah daerah adalah:

1. Masyarakat

2. Perwakilan rakyat, Lembaga pemeriksa, Lembaga pengawas

3. Lembaga atau pihak yang memberikan bantuan finansial dalam kegiatan
donasi, investasi, dan pinjaman

4. Pemerintah

Pemerintah diharuskan untuk memberikan perhatian atas informasi yang
akan disajikan dalam laporan keuangan yang akan digunakan untuk keperluan
perencanaan, pengendalian, dan pengambilan Keputusan. Dalam penetapan entitas
pelaporan diperlukan pertimbangan syarat pengelolaan pengengdalian serta
penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas, serta misi
tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban serta wewenang yang terpisah dari

entitas pelaporan lainnya. Laporan keuangan daerah dapat digunakan untuk

1. Membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, serta pembiayaan
dengan anggaran yang telah ditetapkan

2. Menilai kondisi keuangan
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3. Evaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan

4. Membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemberian opini didasarkan atas kualitas laporan keuangan sebagaimana
dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 mengenai standar
akuntansi pemerintahan, karakteristik kualitas laporan keuangan yang baik dan

berkualitas meliputi hal berikut:

1. Relevan
Laporan keuangan akan dikatakan relevan apabila informasi yang terdapat di
dalamnya dapat menjadi tolak ukur penggunanya dalam pengambilan
Keputusan serta membantu penggunanya dalam mengevaluasi peristiwa masa
lalu ataupun masa kini, serta dapat digunakan untuk memprediksi masa depan
dan menegaskan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu

2. Andal
Laporan keuangan dapat diakatan andal jika laporan keuangan tersebut bebas
dari makna dan definisi yang menyesatkan serta kesalahan material. Selain itu
laporan keuangan harus menyajikan fakta yang actual secara jujur, serta dapat
dipastikan kebenarannya.

3. Dapat dibandingkan
Laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan
laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas
pelaporan lain yang setara. Perbandingan ini dapat dilakukan baik secara

internal maupun eksternal

4. Dapat dipahami
Akan lebih baik jika suatu laporan keuangan dapat mudah dipahami oleh
setiap penggunanya. Laporan keuangan disesuaikan dengan batas pemahaman

para pengguna.

Penelitian ini melibatkan konsep opini audit oleh BPK yang berperan
sebagai alat ukur kualitas pelaporan keuangan. Dalam teori ini menyatakan bahwa

jenis opini audit yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menandakan
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efektivitas praktik pelaporan keuangan mereka dan dapat menunjukkan

kerentanan terhadap perilaku korupsi.
Jenis-jenis opini sebagai berikut:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah Opini yang diberikan jika
laporan keuangan tidak mengandung kesalahan material dan dibuat sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

2. Wajar dengan Pengecualian (WDP) adalah Opini yang diberikan jika
laporan keuangan Sebagian besar bebas dari kesalahan material, kecuali
untuk beberapa item tertentu.

3. Tidak wajar adalah Opini yang diberikan jika laporan keuangan
mengandung kesalahan material dan tidak mwncerminkan keadaan yang
sebernarnya

4. Tidak menyatakan pendapat adalah Opini yang diberikan jika auditor tidak

memberikan opini terhadap laporan keuangan.

2.3 Korupsi

Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik demi
kepentingan individual yang mencakup berbagai perilaku, berupa suap hingga
pencurian dana publik (World Bank, 1996). Korupsi dapat terjadi dimana saja,
namun biasanya korupsi kerap terjadi di sebuah negara yang memiliki institusi
yang lemah dan sering kali terdampak oleh kerapuhan dan konflik. Berdasarkan
atas teori agensi menjelaskan bahwa korupsi adalah kecurangan yang terjadi
akibat adanya ketidaksesuaian informasi yang terjadi antara pemerintah sebagai
agent dan masyarakat sebagai principal (Bergman & Lane, 1990). Dimana
pemerintah sebagai agent dinilai memiliki informasi yang lebih mengenai
keadaan administrasi negara sehingga dianggap memiliki akses yang lebih dan
kesempatan yang lebih besar untuk melakukan tindak kecurangan. Oleh sebab itu,
dalam upaya menekan asimetri tersebut, pemerintah diharuskan meningkatkan
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang dapat membuktikan

tanggungjawab pemerintah dalam kenegaraan (Chen & Aklikokou, 2019).



Korupsi sebagai suatu bentuk kecurangan atau fraud, berikut adalah 3 dorongan

utama untuk melakukan Tindakan korupsi, diantaranya:

1. Tekanan
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Tekanan kerap kali menjadi motivasi yang menjadi alasan untuk melakukan
tindak kecurangan. Tekanan yang terjadi dapat berasal dari empat hal yaitu
tekanan finansial yaitu keserakahan, standar hidup yang tinggi, hingga lilitan
hutang, selain itu tekanan dapat dating dari tekanan kebiasaan buruk atau
kepribadian, hingga tekanan pekerjaan (Albrecht et al., 2011).

. Peluang

Peluang Korupsi merupakan celah yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang
untuk melakukan tindak kecurangan. Peluang ini kerap timbul atas kontrol
internal yang lemah, pengawasan yang minim, serta penyalahgunaan jabatan
kekuasaan. Peluang tidak hanya dimiliki oleh pemegang kekuasaan tertinggi
karena peluang dapat diperoleh atas akses yang lebih atas informasi umum

dan keterampilan teknis (Cressey, 1950)

. Rasionalisasi

Rasionalisasi merupakan sebuah pemikiran yang memberikan alasan untuk
membenarkan Tindakan korupsi serta kecurangan lainnya bahwa hal yang
dilakukan merupakan Tindakan yang wajar dan dapat diterima secara moral

oleh Masyarakat (Cressey, 1950).

Temuan kerugian keuangan negara, mengungkap permasalahan

berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah

berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai

akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berdasarkan

Undang Undang 31/1999 jo 20/201 bahwa kerugian keuangan negara merupakan

salah satu jenis korupsi.

2.4 E-Government

E-Government merupakan bentuk dalam pelayanan public oleh pemerintah

disaat melaksanakn tugasnya dalam memenuhi kewajibannya dalam melayani
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kebutuhan informasi public dengan memanfaatkan sarana berbasis teknologi
maupun internet dan teknologi digital lainnya (Setyaningrum, 2022). E-
Government dapat diartikan sebagai kumpulan konsep untuk bidang yang terkait
dengan sektor public baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang
dimana pemanfaatan teknologi informasi memiliki kaitan yang erat. Pemanfaatan
tersebut dilakukan dengan harapan dapat mengoptimalkan pelayanan public
secara efektif, transparan, efisien, serta akuntabel (Rohmatun et al., 2022). Tujuan
dari penggunaan e-government dalam tata Kelola pemerintah daerah di Indonesia
adalah untuk administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan efisien dan efektif.
Selain itu juga agar dapat mencapai pelayanan public yang bersifat transparan dan
memuaskan. Di Indonesia salah satu bentuk proksi e-government adalah sistem
pelaporan berbasis elektronik (SPBE). Pengukuran e-government menggunakan
indeks SPBE juga dipakai pada penelitian sebelumnya oleh Rahayuningtyas &
Setyaningrum (2018) dan Wulandari & Bandi (2015).

Merujuk pada Peraturan Presiden No 95 yang diterbitkan pada tahun 2018
mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat menjadi SPBE
merupakan suatu bentuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan nasional yang
dijalankan oleh pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi dalam memberikan layanan kepada publik. Dalam perpres tersebut
ada beberapa prinsip yang menjalankan SPBE. Prinsip prinsip tersebut adalah
berikut:

1. Efektivitas
Efektivitas adalah bentuk optimalisasi untuk pemanfaatan sumberdaya yang
mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhannya

2. Keterpaduan
Merupakan integrasi sumber daya terkait yang mendukung SPBE.

3. Kesinambungan

Kesinambungan yang berarti SPBE harus terencana, bertahap, dan terus menerus

sesuai dengan perkembangannya.



Tabel 1 Jumlah Bobot Di Masing-Masing Indikator
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Nomor Domain Nama Domain Bobot (%)
Domain 1 Kebijakan Internal SPBE 13,00
Domain 2 Tata Kelola SPBE 25,00
Domain 3 Manajemen SPBE 16,50
Domain 4 Layanan SPBE 45,50
Total Bobot 100,00

Sumber: Kemenpanrb RI, 2018

Tabel 1 diatas adalah Jumlah bobot di masing-masing indikator yang dapat

menentukan nilai indeks untuk pemerintah pusat ataupun daerah. Derajat

perkembangan SPBE diukur dengan kerangka kerja tingkat kematangan

SPBE yang ditinjau dari dua model tingkat kematangan, yaitu tingkat

kematangan kapabilitas proses dan tingkat kematangan layanan SPBE.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan

literatur dalam penelitian ini:

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No | Peneliti Judul Hasil Teori Pengukuran Variabel
1. | Wulandari, | Pengaruh E- | Hasil penelitian | Penerapan e- | Variabel dalam
1., & Bandi, | Government, menunjukkan Government penelitian ini terdiri

B. (2015) Kapabilitas APIP | bahwa dianggap sebagai | dari variabel
Sinta 2 dan Persentasi | keberadaan faktor ~ penting | dependen dan

H2 Penyelesaian implementasi E- | yang variabel inde-penden.
Tindak Lanjut | Government dan | meningkatkan Variabel  dependen

terhadap  Opini | tindak lanjut | transparansi dan | yang digunakan

Audit  Laporan | Penyelesaian akuntabilitas dalam penelitian ini

Keuangan Persentase BPK | dalam yaitu Opini audit BPK

Pemerintah dampak administrasi RI (Y), sedangkan

Daerah di | signifikan positif | publik. Teori | Variabel independen

Indonesia. Jurnal | pada opini audit | tersebut da-lam penelitian ini

akuntansi dan | BPK menyatakan adalah  Pelaksanaan

Bisnis bahwa alat digital | E-Government (X1),

dapat

memfasilitasi
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komunikasi dan
efisiensi yang
lebih baik dalam
menangani
rekomendasi
pemeriksaan,
sehingga
menghasilkan
opini
pemeriksaan
yang lebih baik
dari BPK R
Bolivar, M., | E-Government penelitian ini | Public Financial | pengukuran variabel
Pérez, C., & | and Public | menunjukkan Management dalam penelitian ini
Hernandez, | Financial bahwa meskipun | (PFM) Theory: | melibatkan kombinasi
A. (2007). | Reporting  The | terdapat Teori Manajemen | penilaian  kualitatif,
Scopus Q1 Case of Spanish | kemajuan dalam | Keuangan Publik | kuesioner terstruktur,
H2 Regional pelaporan (PEM): dan metode penilaian
Governments keuangan di | Penelitian ini | sistematis untuk
antara pemerintah | menggabungkan | mengevaluasi
daerah Spanyol, | prinsip-prinsip transparansi dan
masih  terdapat | dari PFM, yang | kualitas  pelaporan
kesenjangan yang | menekankan keuangan publik oleh
signifikan dalam | pentingnya pemerintah daerah di
hal  keandalan, | pelaporan Spanyol
ketepatan waktu, | keuangan  yang
dan  efektivitas | tepat waktu dan
penggunaan akurat dalam
Internet ~ untuk | mendorong
transparansi dan | akuntabilitas dan
akuntabilitas tata kelola yang
baik.
Rini., Opini audit dan | Dalam penelitian | Teori Agensi: | Penelitian ini menguji
Adhariani, pengungkapan ini ditemukan | Teori ini | hubungan antara
Sarah. atas laporan | sedikit membahas kualitas  pelaporan
(2015) keuangan keterkaitan antara | hubungan antara | keuangan, opini audit,
Sinta 1 pemerintah tingkat prinsipal (warga | dan korupsi pada
Hl kabupaten  serta | pengungkapan negara) dan agen | pemerintah daerah di
kaitannya dengan | LKPD dan tingkat | (pejabat Indonesia.
korupsi di | korupsi yang | pemerintah). Hal | Pengukuran variabel-
Indonesia. dilihat dari 54% | ini menunjukkan | variabel yang terlibat

Kabupaten yang

terindikasi TPK
memiliki skor
tingkat
pengungkapan

LKPD yang lebih
rendah
dibandingkan

skor tingkat

bahwa
mungkin
bertindak  demi
kepentingan

mereka  sendiri
dan bukan demi

agen

kepentingan
prinsipal,
sehingga

dalam penelitian ini
sangat penting untuk
memahami dinamika
yang terjadi
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pengungkapan berpotensi

rata-rata LKPD | menimbulkan

Kabupaten korupsi. Studi ini

seluruh menunjukkan

Indonesia. Pada | bahwa meskipun

penelitian ini pula | terdapat

diketahui bahwa | peningkatan

terdapat  kaitan | dalam opini

antara opini yang | audit, kurangnya

diberikan  oleh | korelasi  antara

BPK RI dengan | pengungkapan

korupsi. Dengan | keuangan dan

data yang didapat | opini tersebut

oleh peneliti | menunjukkan

dapat dilihat | bahwa agen

bahwa 97% | masih dapat

kabupaten (68% | mengeksploitasi

WDP, 26% TMP | posisi  mereka,

dan 3% TW) yang | sehingga

terkena kasus | mengakibatkan

korupsi peningkatan

merupakan korupsi.

kabupaten yang

memiliki  opini

tidak baik baik.

Kabupaten yang

memiliki  opini

WTP DPP hanya

sebesar 3,2%

yang terkait kasus

korupsi tahun

2011. Hal ini

menunjukkan

bahwa opini yang

baik

mengindikasikan

bebas dari

korupsi.
Yudi, THE Penelitian ini | Adjacent Variabel respon utama
Avalon, RELATIONSHIP | menyimpulkan Category adalah opini BPK
Idrus., Noer, | BETWEEN THE | bahwa korupsi di | Logistic Model: | yang dilambangkan
Azam, AUDIT BOARD | kalangan pejabat | Penelitian ini | dengan Y. Variabel ini
Achsani., OF THE | pemerintah menggunakan diukur menggunakan
Arief, Tri, | REPUBLIC OF | daerah model  logistik | skala ordinal dengan
Hardiyanto. | INDONESIA merupakan  hal | kategori empat kategori yang
(2018). (BPK) OPINION | yang lazim dan | berdekatan untuk | mencerminkan
SINTA 2 WITH bervariasi secara | menganalisis perbedaan tingkat
H1 REGIONAL signifikan  antar | hubungan antara | opini terhadap

GOVERNMENT | provinsi,  yang | opini BPK dan | laporan keuangan
FINANCIAL pada gilirannya | korupsi. pemerintah  daerah.
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REPORT  AND | mempengaruhi Pendekatan Kategorinya
CORRUPTION penilaian kinerja | statistik ini | cenderung  berkisar
keuangan  oleh | memungkinkan dari opini yang tidak
BPK. dilakukannya menguntungkan
Pengkategorian pengujian hingga yang
provinsi ke dalam | terhadap variabel | menguntungkan, yang
zona korupsi yang | respon yang | menunjukkan kualitas
berbeda bersifat ordinal, | praktik pengelolaan
memberikan sehingga keuangan
kerangka  kerja | memberikan
untuk memahami | wawasan
dan  mengatasi | mengenai
permasalahan ini | bagaimana
secara efektif. berbagai  faktor
mempengaruhi
penilaian ~ BPK
terhadap laporan
keuangan
pemerintah
daerah.
Tingting, The dark side of | Studi ini | Nash Equilibrium | Corruption Obstacles
Liu., Yu, transparency  in | menemukan in Disclosure: | (CorruptionObstacle):
Liu., Barkat, | developing korelasi  positif | Makalah ini juga | ini adalah variabel
Ullah., countries: The | yang kuat antara | menyentuh dependen utama,
Zuobao, link between | produksi laporan | konsep yang diukur
Wei., Lixin, | financial reporting | keuangan  yang | keseimbangan berdasarkan
Colin, Xu. practices and | diaudit dan | Nash dalam | tanggapan yang
(2021). corruption. hambatan korupsi | konteks dilaporkan sendiri
Scopus Q1 yang dihadapi | pengungkapan terhadap pertanyaan
perusahaan. Hal | sukarela. Hal ini | Survei  Perusahaan
H1 ini menunjukkan | menunjukkan Bank Dunia (WBES):
bahwa bahwa “Seberapa
perusahaan yang | perusahaan problematis  korupsi
memproduksi mungkin berada | dalam  operasional
AFS mungkin | dalam perusahaan saat ini?”
menghadapi keseimbangan
tantangan korupsi | yang tidak efisien
yang lebih tinggi | secara sosial di
mana biaya
pengungkapan
lebih besar
daripada
manfaatnya,
khususnya di
lingkungan
dengan tingkat
korupsi yang
tinggi.
Sutopo, B., | E-Government, Hasil penelitian | Kerangka teoritis | penelitian ini
Waulandari, Audit  Opinion, | menunjukkan makalah ini | menggunakan
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T., Adiati, | and Performance | bahwa opini audit | mengintegrasikan | pendekatan
A, & | of Local | berhubungan konsep E- | terstruktur untuk
Saputra, D. | Government positif  dengan | Government, mengukur E-
(2017). Administration in | kinerja audit opini, dan | Government,  opini
Sinta 3 Indonesia pemerintah pengukuran audit, dan kinerja
daerah. Hal ini | kinerja dalam | pemerintah  daerah,
H2 berarti bahwa | konteks untuk  memastikan
pemerintah administrasi bahwa setiap variabel
daerah yang | pemerintahan dinilai melalui metrik
menerima opini | daerah di | yang dapat
audit yang baik | Indonesia, diandalkan dan
cenderung dengan terstandarisasi.
mempunyai menyoroti
kinerja yang lebih | keterhubungan
baik dalam tugas | dan implikasinya
administratifnya. | terhadap tata
Studi tersebut | kelola.
menekankan
bahwa opini audit
dapat  berfungsi
sebagai indikator
penting kinerja
Kuntadi, C., | Factors Affecting | The study | Opini Audit | studi ini mengukur
Suryadi, D., | the  Corruption | indicates that the | sebagai variabel-variabel
& Rate: Audit | audit opinion | Konstruksi utamanya—opini
Anggriawan, | Opinion,  Audit | plays a significant | Teoritis: Makalah | audit, temuan audit,
G. (2023). Findings, and | role in | ini berpendapat | tindakan tindak
Sinta 3 Follow-up of | influencing the | bahwa opini audit | lanjut, dan tingkat
Audit Results level of | berfungsi sebagai | korupsi—melalui
corruption. A | konstruksi kombinasi penilaian
favorable audit | teoritis penting | kualitatif dan metrik
opinion can | yang kuantitatif.
enhance mempengaruhi Pendekatan
accountability tingkat korupsi. | komprehensif ini
and Opini audit yang | memungkinkan
transparencyHasil | positif diteorikan | adanya pemahaman
penelitian dapat yang berbeda tentang
menunjukkan meningkatkan bagaimana  faktor-
bahwa opini audit | transparansi dan | faktor ini berinteraksi
mempunyai akuntabilitas untuk mempengaruhi
peranan yang | dalam organisasi, | tingkat korupsi.
cukup besar | yang dapat
dalam mengurangi
mempengaruhi praktik  korupsi.
tingkat korupsi. | Hal ini sejalan
Opini audit yang | dengan gagasan
baik dapat | bahwa evaluasi
meningkatkan eksternal  dapat
akuntabilitas dan | mencegah
transparansi, perilaku tidak etis




22

sehingga
berpotensi
mengurangi
tingkat korupsi.,
thereby
potentially
reducing
corruption levels.

dengan
meningkatkan
pengawasan

Kurniawati,
A., &
Pratama, Y.
(2021).

Sinta 2

The role of
government
auditing in
controlling  the
level of corruption
in Indonesia

Hasil penelitian
menemukan
bahwa opini audit
tidak berpengaruh
signifikan
terhadap tingkat
korupsi. Nilai t t

variabel ini
sebesar 0,552
dengan

signifikansi 0,582
lebih besar dari
nilai alpha
sebesar 0,05.
Oleh karena itu,
hipotesis  kedua
(H2) tidak
diterima,  yang
berarti bahwa
opini audit wajar
tanpa
pengecualian
tidak menjamin
bebas dari korupsi

Opini Audit dan
Akuntabilitas
Keuangan: Opini
audit  berfungsi
sebagai penilaian
profesional atas
kewajaran
laporan
keuangan.
Makalah ini
berpendapat
bahwa meskipun
opini audit yang
baik
mencerminkan
pengelolaan
keuangan
pemerintah
dengan baik, hal
ini tidak
menjamin
bebasnya
korupsi. Hal ini
menyoroti
keterbatasan
dalam hanya
mengandalkan
opini audit
sebagai  ukuran
akuntabilitas

Audit Opinion: This
variable reflects the
professional

judgment regarding
the fairness of the
financial statements
presented by
provincial

governments. It is
measured using a
dummy variable,
where a score of 1

indicates an
unqualified opinion
(indicating good
financial

management), and a
score of 0 indicates a
qualified opinion,
unfair opinion, or
disclaimer. This
measurement is
crucial as it provides
insights  into  the
perceived reliability
of financial reporting
by local governments

Novitasari,
E., Dewi, F.,
& Oktavia,
R. (2022)
Sinta 3

H2

Determinants  of
E-Government
Implementation in
Indonesia

Pendapatan  Asli
Daerah  (PAD),
Dana Alokasi
Umum (DAU),
Opini Audit, dan
Tingkat
Pendidikan
Masyarakat
semuanya
berpengaruh
positif  terhadap
penerapan E-

kerangka  teori
makalah ini
mengintegrasikan
teori  keagenan,
prinsip-prinsip
tata kelola yang
baik, dampak
pendidikan
publik, dan teori
sumber daya
keuangan untuk
menjelaskan

Opini Audit: Variabel
opini audit diukur
dengan menggunakan
variabel dummy,
dimana  nilai 1
diberikan kepada
pemerintah  daerah
yang mendapat opini

Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP),
dan 0 untuk

pemerintah  daerah
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Government. Hal
ini menunjukkan
bahwa  tingkat
yang lebih tinggi
dari faktor-faktor

faktor-faktor
penentu
implementasi E-
Government  di
Indonesia. Teori-

yang tidak mendapat

opini Wajar Tanpa
Pengecualian.  Hasil
penelitian

menunjukkan bahwa

ini berkontribusi | teori ini secara | variabel ini

terhadap praktik | kolektif berpengaruh  positif

E-Government menyoroti terhadap

yang lebih baik keterkaitan antara | implementasi E-
akuntabilitas Government,
pemerintah, mencerminkan
harapan pentingnya
masyarakat, dan | akuntabilitas
sumber daya | keuangan dalam
keuangan yang | meningkatkan
diperlukan untuk | layanan E-
keberhasilan Government.
inisiatif E-
Government.

10 | Avis, E., | Do Government | hasil penelitian Ringkasnya, Jumlah
Ferraz, C., & | Audits  Reduce | ini memberikan | kerangka teoritis | Penyimpangan:
Finan, F. | Corruption? bukti kuat bahwa | makalah ini | Variabel ini mengukur
(2016) Estimating  the | audit pemerintah | mengintegrasikan | jumlah
Scopus Q1 Impacts of | dapat secara | teori  keagenan | penyimpangan yang

Exposing Corrupt | efektif politik  dengan | ditemukan selama
Politicians mengurangi wawasan tentang | audit. Hal ini
korupsi  dengan | akuntabilitas berfungsi sebagai
meningkatkan peradilan dan | indikator  langsung
akuntabilitas dan | dinamika tingkat kesalahan
mengubah biaya | ekstraksi rente, | manajemen dan
yang terkait | sehingga korupsi di kota-kota
dengan perilaku | memberikan yang diaudit
korupsi. pemahaman
komprehensif
tentang
bagaimana audit
pemerintah dapat
mengurangi
korupsi  secara
efektif.

11 | Budiman, The effect of audit | Opini Audit dan | Ringkasnya, Ringkasnya, variabel
M., & | opinions, Korupsi: Studi ini | kerangka teoritis | pengukuran ~ dalam
Amyar, F. | implementation of | menemukan penelitian ini | penelitian ini
(2021) audit bahwa opini audit | menggabungkan | dirancang untuk
Sinta 3 recommendations, | yang dikeluarkan | teori keagenan, | menangkap hubungan

and findings of | oleh Badan | yang membahas | kompleks antara
state losses on | Pemeriksa hubungan proses audit dan
corruption levels | Keuangan (BPK) | prinsipal-agen tingkat korupsi,
in the ministries | tidak berpengaruh | dan konflik yang | dengan  penekanan
and institutions of | signifikan diakibatkannya, khusus pada peran
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E-GOVERNMENT

the Republic of | terhadap tingkat | dengan teori | signifikan temuan
Indonesia korupsi. Bahkan | kesenjangan kerugian negara
kementerian yang | harapan,  yang | dalam
menerima opini | menekankan mengindikasikan
wajar tanpa | perbedaan antara | adanya korupsi di
pengecualian harapan  publik | kementerian dan
tidak boleh | dan hasil audit. | lembaga di Indonesia.
berasumsi bahwa | Secara
kementerian keseluruhan,
tersebut  bebas | teori-teori ini
dari praktik | memberikan
korupsi, karena | perspektif yang
penelitian komprehensif
menunjukkan untuk
bahwa opini | menganalisis
tersebut bukanlah | faktor-faktor
indikator yang
integritas  yang | mempengaruhi
dapat diandalkan. | korupsi di
kementerian dan
lembaga di
Indonesia.
2.6 Kerangka Pemikiran
PEMDA MENERIMA UJI BEDA PEMDA MENERIMA
OPINI WTP OPINI SELAIN WTP
N
( TINGKAT KORUPSI
\ )
<
( PENERAPAN
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2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Perbedaan tingkat korupsi antara pemerintah daerah yang
mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Selain
WTP

Penelitian Rini et al. (2015) menunjukkan bahwa opini yang baik
mengindikasikan bebas dari korupsi. Selanjutnya menurut Liu (2021)
mengungkapkan bahwa tranparansi memiliki paradoks di negara-negara
berkembang, yang menekankan bahwa meskipun transparansi itu penting dan
penerapannya harus dipertimbangkan secara hati-hati untuk menghindari
memfasilitasi korupsi secara tidak sengaja. Opini laporan keuangan diyakini
memiliki kontribusi serta keterkaitan terhadap tingkat korupsi di pemerintah
daerah, namun belum banyak studi yang meneliti hal tersebut, salah satu studi
yang meneliti pengaruh opini audit terhadap tingkat kasus suap dan korupsi
adalah Avis et al. (2018) yang menyatakan bahwa area yang sudah mendapatkan
opini audit cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah sekitar 8% jika
dibandingkan dengan area yang belum mendapatkan opini audit. Berdasarkan
penelitian oleh Kuntadi, et al. (2023) menunjukkan bahwa opini audit berperan
besar dalam mempengaruhi tingkat korupsi. Opini audit yang baik dapat
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga berpotensi mengurangi

tingkat korupsi.

Publik mempertimbangkan bahwa opini yang dikeluarkan oleh BPK atas
sebuah laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan kinerja pemerintah
daerah tersebut. Oleh karena itu jika hal tersebut benar adanya maka seharusnya
pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP oleh BPK seharusnya bebas dari
masalah fraud atau korupsi. Tapi pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus-
kasus penyimpangan terutama korupsi yang marak terjadi dalam pemerintah
daerah. Menurut Yudi et al. (2018). Adanya korelasi yang signifikan antara tingkat
korupsi di kalangan kepala daerah dan opini yang dikeluarkan oleh BPK (Badan
Pemeriksa Keuangan). Provinsi dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi
cenderung menerima opini BPK yang kurang baik, sehingga hal ini menunjukkan

adanya dampak negatif terhadap persepsi kinerja keuangan. Menurut Ruki (2012)
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penting untuk menguji kembali hubungan antara opini oleh BPK dengan tindak
kriminal korupsi yang kerap dilakukan oleh kepala pemerintahan lokal.

Selanjutnya,

Hasil penelitian Aghae (2022) menyatakan bahwa adanya pengaruh
signifikan antara korupsi dan kualitas pelaporan keuangan, mendemonstrasikan
bahwa kualitas pelaporan keuangan yang baik dapat mengurangi tingkat persepsi
korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Selanjutnya hasil penelitian oleh Liu
(2021) menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara kualitas pelaporan
keuangan dan indikator korupsi, khususnya Indeks Persepsi Korupsi,
pengendalian korupsi, dan ukuran akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa
seiring dengan peningkatan kualitas pelaporan keuangan, tingkat korupsi
cenderung menurun. Aghae (2022) menjelaskan bahwa kualitas pelaporan
keuangan yang lebih baik dapat mengurangi tingkat korupsi, penelitian ini
berdasarkan premis bahwa informasi pelaporan keuangan yang akurat dan
transparan dapat mengingkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi.
Diharapkan tingkat korupsi pemda yang menerima opini WTP lebih rendah
dibandingkan pemda yang memiliki opini NON WTP. Berdasarkan logika berfikir

dan hasil dari riset sebelumnya, maka dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tingkat korupsi pada pemda yang mendapat opini WTP lebih rendah
dibanding pemda yang mendapat opini selain WTP.

2.7.2 Perbedaan Penerapan E-Government antara pemerintah daerah yang

mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Selain WTP

E-Government merupakan singkatan dari elektronik government. E-
Government biasa dikenal E-Gov, pemerintah digital, online pemerintah atau
pemerintah transformasi (Lenak et al., 2021). Menurut (Indrajit, 2002) E-
Government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah
dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan
penggunaan teknologi informasi (internet) dengan tujuan memperbaiki mutu

(kualitas) pelayanan. E-Government diyakini sebagai salah satu cara yang ampuh
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dalam good governance. Penggunaan internet dalam pemerintahan telah diatur
untuk mendukung pemerintahan agar bisa membangun serta mengembangkan
website untuk mempresentasikan informasinya kepada public (Pontoh, 2018).
Dalam penelitian sebelumnya oleh Juniantika et al. (2020) mengenai Internet
Financial Reporting (IFR) telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi IFR
sebagai proksi E-Government. Metode yang digunakan adalah ukuran, manfaat,
belanja modal, dan opini audit dari BPK RI. Hasilnya menunjukkan bahwa opini
audit berpengaruh pada IFR (E-Government), artinya terdapat perbedaan E-
Government berdasarkan opini laporan keuangan. Selanjutnya menurut
Waulandari dan Bandi (2015) menemukan bahwa penerapan E-Government
berpengaruh positif signifikan terhadap opini pemeriksaan yang dikeluarkan
BPK RI. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan teknologi dapat meningkatkan
opini. Demikian pula Novitasari et al. (2022) menyatakan Opini Audit
berpengaruh positif terhadap penerapan E-Government. Demikian pula Bolivar et
al. (2007) menyatakan pentingnya memanfaatkan teknologi E-Government untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
publik, sehingga diharapkan pemda yang memiliki opini WTP memiliki
penerapan E-Government yang lebih baik.Berdasarkan logika berfikir dan hasil

dari riset sebelumnya, maka dinyatakan hipotesis sebagai berikut:

H2: Penerapan E-Government pada pemda yang mendapat opini WTP lebih baik
dibanding pemda yang mendapat opini selain WTP.



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berupa
informasi yang diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)
Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2021 hingga 2023 dan telah
dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data sekunder.
Data opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diperoleh dari
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (LHP-BPK RI) atas
LKPD yang berupa Opini Tahun 2021-2023. Data korupsi atau kerugian negara
diperoleh dari dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK RI dan website
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau E-PPID BPK RI ( https://e-
ppid. BPK.go.id/). Sedangkan data penerapan E-Government (SPBE) diperoleh

dari Website Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi. (https://menpan.go.id/site/kelembagaan/buku-laporan-pelaksanaan-

pemantauan-dan-evaluasi-SPBE) dan

https://www.menpan.go.id/site/download/file/6886-6-laporan-hasil-evaluasi-

SPBE-tahun-2023

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten
dan Kota di Indonesia yang berjumlah 38 Provinsi dan 514 kabupaten/kota per
tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan tekhnik sampling jenuh, atau disebut juga Census. Teknik sampling


https://e-ppid.bpk.go.id/
https://e-ppid.bpk.go.id/
https://menpan.go.id/site/kelembagaan/buku-laporan-pelaksanaan-pemantauan-dan-evaluasi-spbe
https://menpan.go.id/site/kelembagaan/buku-laporan-pelaksanaan-pemantauan-dan-evaluasi-spbe
https://www.menpan.go.id/site/download/file/6886-6-laporan-hasil-evaluasi-spbe-tahun-2023
https://www.menpan.go.id/site/download/file/6886-6-laporan-hasil-evaluasi-spbe-tahun-2023
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jenuh menurut Sekaran (2016) adalah teknik pengambilan sampel di mana seluruh

anggota populasi yang relevan dalam penelitian diikutsertakan sebagai sampel.

3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Berikut ini peneliti menyajikan terkait cara mengukur variabel dependen dan

independen dalam Tabel 3

Tabel 3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

No | Variabel Definisi Pengukuran Skala
1 Korupsi penyalahgunaan Temuan kerugian Nominal
jabatan publik demi negara oleh BPK RI
kepentingan individual
yang mencakup
berbagai perilaku,
berupa suap hingga
pencurian dana publik
(World Bank, 1996).

2 Penerapan | E-Government SPBE diukur Interval,
E-govern- | merupakan bentuk menggunakan data
ment dalam pelayanan public | Predikat indeks SPBE | diurutkan

oleh pemerintah disaat dari yang
melaksanakn tugasnya | 1. 4,2-5,0 = terendah
dalam memenuhi Memuaskan hingga
kewajibannya dalam 2. 3,5-<4,2 = Sangat yang
melayani kebutuhan Baik tertinggi
informasi public dengan | 3. 2,6-<3,5 = Baik
memanfaatkan sarana 4. 1,8-<2,6 = Cukup
berbasis teknologi 5.<1,8 = Kurang
maupun internet dan
teknologi digital Sumber: Kementrian
lainnya ( Setyaningrum, | Pendayagunaan
2018) Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi

3 Opini Opini laporan keuangan | Kriteria Pengukuran: Nominal
laporan me@iliki peran yang Kelompok 1: WTP
keuangan | penting terhadap
pemerinta | pencegahan korupsi Kelompok 2: Selain
h daerah dalam pemerintah WTP (WDP, Tidak
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daerah. Hal ini Wajar, Tidak
membuktikan bahwa Memberikan
penerapan pelaporan Pendapat)
keuangan yang baik
dapat berperan sebagai
alat pencegahan
terhadap kegiatan
korupsi

(Rakhman, 2023)

3.4 Metode Analisis Data
3.4.1 Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis
dan menggambarkan data secara statistik. Tujuan utamanya adalah untuk
menyajikan karakteristik dasar dari suatu dataset, seperti ukuran data (mean,
median, dan modus), indikator penyebaran data (seperti rentang, varian, dan

simpangan baku), serta distribusi frekuensi. Sekaran (2016)

3.4.2 Uji Statistik Hipotesis

Sebelum melakukan uji beda, dilakukan uji normalitas untuk mengetahui
normalitas data, apakah data parametrik atau non parametrik. Uji normalitas data
menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Pengujian ini menggunakan /ndependent T-
test karena membandingkan pasangan data yang berbeda. Jika data normal
(parametrik) maka uji beda menggunakan Independent T-test, namun jika data

tidak normal (non parametrik) maka menggunakan uji mann whitney U test.

3.4.3 Uji Beda

Uji beda merupakan uji statistik yang digunakan untuk melihat apakah

terdapat perbedaan antara dua kelompok data berpasangan. Independent T-test
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digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata pada sampel yang sama namun
dengan perlakuan dan pengukuran yang berbeda. Sebelum dilakukan uji beda,
terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Jika data normal (parametrik) maka uji
beda menggunakan Independent T Test, namun jika data tidak normal (non

parametrik) maka menggunakan uji Mann Whitney U test.



BABYV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji beda menggunakan Mann Whitney U test yang
dilakukan, diperoleh hasil perbedaan yang signifikan pada tingkat korupsi dan
penerapan E-Government antara pemerintah daerah yang memiliki opini WTP dan
NON WTP. Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu Opini laporan keuangan,
Korupsi, dan penerapan E-Government Opini laporan keuangan menggunakan
data opini laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dari
tahun 2021-2023, sedangkan untuk korupsi menggunakan data kerugian negara
dari tahun 2021-2023 dan berdasarkan Undang Undang 31/1999 jo 20/201 bahwa
kerugian keuangan negara merupakan salah satu jenis korupsi sehingga kerugian
keuangan negara sebagai alat ukur korupsi dalam penelitian ini sudah sesuai.
Kemudian penerapan E-Government menggunakan data penilaian SPBE dari

tahun 2021-2023. Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Terdapat hasil perbedaan tingkat korupsi yang signifikan terhadap pemerintah
daerah yang memiliki Opini WTP dan non WTP. Pemerintah yang memiliki
Opini WTP cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah jika
dibandingkan dengan Pemerintah daerah yang memiliki Opini non WTP.
Dengan Demikian hasil ini mendukung hipotesis bahwa terdapat perbedaan
tingkat korupsi antara Pemerintah daerah yang memiliki Opini WTP dan non
WTP

2. Terdapat hasil perbedaan penerapan E-Government yang signifikan pada
pemerintah daerah yang memiliki Opini WTP dan non WTP, Pemerintah
daerah yang memiliki opini WTP Cenderung memperoleh penilaian SPBE
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yang lebih tinggi atau penerapan E-Government yang lebih baik dibandingkan
dengan pemerintah daerah yang memiliki opini non WTP. Dengan Demikian
hasil ini mendukung hipotesis bahwa terdapat perbedaan penerapan E-
Government antara Pemerintah daerah yang memiliki Opini WTP dan non

WTP.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Untuk variabel korupsi penelitan ini menggunakan proksi kerugian negara
yang masih merupakan temuan BPK, bukan menggunakan data dari Mahkamah
Agung atau Kejaksaan Agung dikarenakan data tersebut memiliki kesulitan dalam
pengambilan data karena putusan dalam mahkamah agung yang terdiri dari
beberapa tahun putusan yang tidak sesuai dengan periode pelaporan sehingga

akan sulit untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tahunnya.

Keterbatasan lainnya adalah penelitian ini mengambil data SPBE seluruh
Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Indonesia tanpa mempertimbangkan faktor
ketertinggalan daerahnya. Karena itu hal ini menjadi salah satu sebab adanya

ketimpangan nilai SPBE yang diperoleh antara Pemerintah Daerah tersebut.

5.3 Saran

1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain selain korupsi dan egov
seperti sistem pengendalian internal atau kapabilitas aparat pengawas internal
pemerintah untuk menjelaskan perbedaan karakteristik pemerintah daerah yang
mendapat opini WTP dan non WTP.

2. Penelitian ini telah menggunakan data seluruh pemerintah daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota) selama tiga tahun (2021-2023), penelitian
selanjutnya dapat melakukan klasterisasi populasi berdasarkan wilayah
Indonesia bagian barat, tengah, dan timur untuk mendeskripsikan hasil yang

lebih rinci.
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3. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan pengukuran korupsi yang lain seperti
data dari Mahkamah Agung atau Kejaksaan Agung yang mana data ini masih
belum bisa untuk diperoleh hingga belum digunakan dalam penelitian ini.

4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi selain SPBE untuk mengukur
E-Government.

5. Penelitian selanjutnya agar dapat mengklasifikasikan pemerintah daerah

berdasarkan level SPBE antara daerah yang telah maju dan daerah tertinggal.
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